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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dan
efektifitas dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat ke provinsi sumatera selatan
dan untuk mengetahui seberapa besar dampak dari dana dekonsentrasi dari
Pemerintah Pusat ke Provinsi Sumatera Selatan.

. Data yang digunakan dalam penetian ini adalah data sekunder, yaitu data
tahun 2005 sampai tahun 2010 Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif,
dimana menjelaskan data angka, baik yang diperoleh dari hasil perhitungan
maupun dari Tabel-Tabel yang ada..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dana dekonsentrasi di
Provinsi Sumatera Selatan tergolong efektif dengan rata-rata 86,06%. Selain itu
pemanfaatan dana dekonsentrasi ini dapat memberikan dampak positif bagi
perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Dana Dekonsentrasi, Efektivitas, dan Efisiensi

Xii



An Analysis of thc Dcconcentration Fund in South Sumatcra
ABSTRACT

This study was aimed at finding out to what extent the efficiency and
effectiveness of the deconcentration fund given by the central government to South
Sumatran province affected South Sumatran province

The data used in this study was secondary ones taken from the year 2005 to
2010.The qualitative method was used to describe numerical data taken both from the
statistical findings and tables presented.

This study showed that the deconcentration fund was found effective with the
percentage of 86,06 % on the average. Moreover, the utilization of this fund could
provide a positive impact on regional economic development which in turn would
improve the welfare of the local community. )

Keywords: Deconcentration Fund, Effectiveness, and Efficiency.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan
sejak tahun 2001 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan
nasional. Desentralisasi. Fiskal adalah adalah transfer kewenangan di area
tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi
keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan
otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah
melalui jaminan peminjaman (Litvac dan Seddon, 1998: 3) dalam (Abdullah
2005: 64). |

Seiring dengan perubahan dinamika sosial politik, Pemerintah telah
melakukan revisi beberapa maten dala:ﬁ undang-undang otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Alokasi Pelaksanaan Otonomi Daerah mengandung asas Desentralisasi,
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 dan didukung oleh peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Substansi perubahan kedua undang-
undang tersebut adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam
mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan

pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan



prioritas daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan
ckonomi regional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Dekonsentrasi sangat erat kaitannya mengenai hubungan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Karena dekonsentrasi merupakan salah satu cara dari
penyelenggaraan pemerintahan yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan
daerah tersebut ( Soeparman 1964: 10 )

Sentralisasi adalah pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dimana
segala urusan tugas dan wewenang pc;nyelenggaraan pemerintahan ada pada
pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Dan
desentralisasi adakah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dimana semua
urusan tugas dan wewenang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah
(Jhingan 2007: 70)

Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah melalui kebijakan
Transfer ke Daerah, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi
Khusus. Adapun Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan
komponen terbesar dari dana Transfer ke Daerah. Alokasi dana Transfer ke
Daerah terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiscal (Hartanti, 2010: 59 ).

Pemberlakuan desentralisasi fiskal seiring dengan kebijakan otonomi
daerah membawa dampak adanya transfer dari pusat kepada daerah dalam bentuk
dana perimbangan yang melonjak drastis, baik secara proporsi maupun jumlah

absolut. Dana perimbangan ini berkontribusi kepada lebih dari kabupaten/kota,



dan sekitar 70% rata-rata penerimaan daerah provinsi. Sebagai ilustrasi, ketika
memasuki era desentralisasi, jumlah dana total APBD berbagai daerah melonjak
menjadi 5 sampai 20 kali lipat. Penyebabnya adalah dana perimbangan yang
sangat signifikan tersebut (Hirawan, 2007: 56).

Selain dana desentralisasi, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk
membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di
daerah, yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana untuk
melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal di dacrah. Walaupun dana-
dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), namun secara nyata dana tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam
bentuk belanja fisik maupun nonfisik. Jumlah dana tersebut cukup signifikan dan
proporsinya terhadap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
cukup tinggi. Pada tahun 2008, total dana yang dibelanjakan di daerah telah
mencapai 41,3 persen dari total belanja APBN (Nur, 2009: 37).

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dan sistem dan
prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah, Untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi
penugasan.

Perbedaan dekonsentrasi dan desentralisasi terletak pada pelimpahan
wewenangnya. Pada desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerah dan

kepemerintahannya sendiri, sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan



wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di
wilayah tertentu.

Pendanaan dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan
wewenang dari pemerintah melalui kementrian kepada gubemnur sebagai wakil
pemerintah di daerah, dan pendanaannya dialokasikan untuk kegiatan yang
bersifat non-fisik seperti koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis,
pelatihan, penyuluhan, pengawasan serta pengendalian.

Tabel 1.1

Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan
2005-2010 (Dalam Rupiah)

No | Tahun Dana Dekonsentrasi

1 2005 333.497.088.000,00
2 2006 820.594.117.000,00
3 2007 845.357.304.000,00
4 2008 821.939.789.000,00
5 2009 1.142.416.502.000,00
6 2010 1.081.335.525.000,00

Sumber : BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Grafik 1.1
Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan
(2005-2010)
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Pada Tabel dan Grafik 1.1 Selama kurun waktu 6 tahun dari tahun 2005-
2010 realisasi pelaksanaan kegiatan APBN dekonsentrasi di Provinsi Sumatera
Selatan selalu mengalami Fluktuasi. Alokasi Dana Dekonsentrasi terbesar terjadi
pada tahun 2009. Pada Tahun 2009 dana dekonsentrasi yang disalurkan sebesar
Rp. Rpl1.142.416.502.000,00. Untuk pengalokasian dana dekonsentrasi terkecil
terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp333.497.088.000,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008, dana dekonsentrasi
pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang
dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi,
sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan
pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran
kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau
kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang
diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada
yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah
kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dimaksudkan untuk meningkatkan
pencapaian  kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan

keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan

dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program’dan <=

kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana s I
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dekonsentrasi juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian
anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang
sudah ditetapkan.

Sifat kegiatan dari dekonsentrasi adalah berupa non-fisik yang berupa
koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknik, pelatihan, penyuluhan,
supervise, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Tetapi dana tersebut
sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang kegiatan non-fisik
seperti pengadaan barang yang dapat menghasilkanaset tetap. Berbeda dengan
sifat kegiatan dari tugas pembantuan yang berupa kegiatan fisik yaitu seperti
kegiatan pengadaan barang seperti tanah/lahan, bangunan, pengadaan bibit, dan
lainnya yang bersifat fisik.

Dana dekonsentrasi diberikan dan dilaksanakan setelah adanya pelimpahan
wewenang pemerintah melalui Rencana Kerja Kementrian Lembaga (renja K/L)
dengan memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada
gubernur. Pendanaan melalui bagian K/L ini mengandung makna bahwa kegiatan
dekonsentrasi sepenuhnya bersumber dari APBN sehingga tidak diperlukan lagi
dana pendamping dari APBD.

Tujuan dari dekonsentrasi adalah untuk mengurangi kekuatan lokalisme
dan memaksakan keseragaman dalam pembuatan keputusan yang berlaku secara
nasional, juga merupakan metode bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan
kekuasaannya secara lebih efektif dengan mengekang kebebasan daerah. Tetapi
apakah dekonsentrasi yang dilakukan tersebut sudah efektif dan terdapat efisiensi

dalam menjalankan wewenang dari pemerintah pusat. Sedangkan di lain sisi,



daerah yang sudah menerapkan otonomi menginginkan kebebasan dalam
menjalankan roda kepemerintahannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh
mengenai “Analisis Kebijakan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan”.
1.2 Permasalahan

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas alokasi dana Dekonsetrasi Provinsi Sumatera

Selatan?

2. Bagaimana dampak dari pemanfaatan dana Dekonsentrasi terhadap
pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?
1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dana dari pemerintah pusat ke
provinsi sumatera selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari dana dekonsentrasi dari

Pemerintah Pusat ke Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang
menyokong perkembangan Ilmu Ekonomi Pembangunan Keuangan Daerah,
khususnya yang terkait dengan dana dekonsentrasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah
khususnya instansi yang terkait yang dapat berpengaruh terhadap keefektifan

kebijakan mengenai dana dekonsentrasi yang akan diambil oleh Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan.
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